BUPATI KARANGASEM ,

PERATURAN BUPA T KARANGASEM
NONMOR 2 TATUN 2010

TENTANG

ELINUNASENALARIA DERABUPATEN
RARANGASEN]

DENGAN RAHNMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT KARANGASEN,

Menimbang ¢ a. bahwa malaria merapakan penyakit menular yang masih  menjadi

masalah keschatan masyarahat Ji Kabupaten Karangasem. harena

- menimbulhan  angka kesakitan dan kematian serta menurunhan

: produktivitas  sumber  daya manusia dan - berdampak - pada - citra
pariw isati:

b, bahwa untuh mengatasi masalah penyakit malaria telah di hasilhan
homitmen elobal dalam World Health Assembly ¢ WHA ) ke 60 “Tahun
2007 tentang climinast malaria bagi sctap negara:

¢, bahwa  sesuai dengan Keputusan Menteri - Keschatan Republih
Indonesia. Nomor 293 MENKES SKOIV2009. Tanggal 28 April 2009
tentang Fliminasi Malaria dic Indonesia:

Ao bahwa berdasarhan pertimbangan sehagaimana dimaksud datam hurut

a. hurat b dan hurat ¢ perlu menctaphan Peraturan Bupati tentang
Fliminasi Malaria di Kabupaten Karangasem:

Mengingal ¢ 1. Undang  Undang Nomor 69 Lahuan 1938 tentang Pembentukan Dacraly
daerah Linghat 11 dalam Wilayah Dacrah daerah Tingkat 1 Bali.
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengeara Timur (- Lembaran Negara
Republih Indonesia Tahun 1958 Nomor 1220 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1635 )

2. Undang  Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah ( Lembaran
Negara Republik - Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 )

fad

Undang  Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan( Lembaran
Negara Republik  Indonesia Fahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 ).
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Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan (- Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ):

Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421 ):

Undang  Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
( Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1253,
Fambahan Fembaran Negara Republih Indonesia Nomor 4437 )
sehagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang
Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan T embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang - Pedoman
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3447 ) ¢

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahan 2007 entang Pembagian Urasan
Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Dacrah Provinsic dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kot (- Fembaran Negara: Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 )

Peraturan— Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Peranghat Dacrah ¢ I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Lambahan T embaran Negara Republik - Indonesia Nomor
4741); .

Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Peranghat Dacrah Kabupaten Karangasem: ¢ Lembaran: Dacerah
I\';llil||1:tlu'|l Karangasem Tahun 2008 Nomor 7. Lambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Karangasem Nomor 6-);

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas
Daerah Kabupaten Karangasem ( Berita Dacrah Kabupaten Karangasem
I ahun 2008 Nomor 40 ):



Menetapkan

MENUTUSKAN

PERATURAN  BUPANIL TENTANG  FLININASE  NMALARIA - DI
KABUPATEN KARANGASEM.

BABI
NETENTUAN UMUN

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

ot
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Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.,

Bupati adalah Bupat Karangasem.

Advokast adalah upaya persuasit yang sistematik dan terorganisiv
mencakup penyadaran. rastonalisasi. argumentasi dan rekomendasi
untuk melancarrhan akst dengan target terjadinya perubahan hebijakan
melalui penggalangan dart beberapa pihak.,

Annual Paravite ncidence (AP ) adalah angha Kesakitan per 1000

penduduk beresiko dalam satu tahun. Angka tersebut diperoleh dari

jumlah sediaan positif dalam satu tahun di satu wilayah dibandingkan

dengan jumlbah penduduk  beresiho pada tahun yvang  sama. dan
dinyatakan dalam %o ¢ permil ).

Eliminast Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan
malaria setempat dalam satu wilavah geogralis tertentu, dan bukan
berarti tidak ada kasus malaria import serta sudah udak ada vektof
malaria di wilavah tersebut. sehingga tetap  dibutuhkan kegiatan
hewaspadaan untuh mencegah penularan kembali.

Eaaluast adalah upaya untuh mengetahui hasil kegiatan eliminasi
malaria dalam jangha waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau
satu tahun.

Giebrah Malaria ¢ GM ) adalah gerahan nasional seluruh Komponen
masyarakat  untuh - memberantas  malaria - secara  intensil melalui
Kemitraan antara pemerintah, duni usaha, lembaga swadaya dan badan
internasional serta penyandang dana.

Integrasi adalah Keberadaan dua atau lebih system yang mempunyai
tujuan dan sumber dava vang sama serta saling melenghapi dalam
melahukan kegiatannya yvang ada bersama  sama dalam suatu waktu

dan tempat.



10. Intensilikasi adalah upaya peningkatan output dengan memaksimalkan
- o sumber daya yang telah ada.

£ 11, Kasus Impor adalah kasus yang berasal dari luar wilayah.

2. Kasus Indegenous adalah Kasus yang berasal dari penularan di wilayah
setempat. il §
13, Kasus induced adalah kasus yang penularannya melalui transtusi
darah. atau melalui placenta ibunya, dan bukan penularan melalui

vektor.

14, Kasus mroduced adalah kasus penularan setempat generasi pertama
yang berasal dari kasus impor.

15. Kejadian Luar Biasa ( KLB ) adalah kondisi yang ditandai dengan
meningkatnya kejadian kesakitan kematian yang  bermakna secara
epidemiologis di statu daerah dalam karun waktu tertentu dan
merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.

16. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih
pihak yang berkerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagi
kewenangan dan tanggung jawab dalam  bidang Keschatan, saling
mempercayai. berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk

program Kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan

yang dilakukan.,
17. Mitra  adalah  pihak  yang melakukan interaksi  dan interelasi
(Kerjasama).

! 18. Monitoring adalah upaya untuk  memantau proses  pelaksanaui™

kegiatan eliminasi malaria yang dilakukan secara terus — menerus.

19. Pos Malaria Desa (- Posmaldes ) adalah  wadah  pemberdayaan
masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang
dibentuk  dari, oleh dan untuk  masyarakat  secara mandiri - dan
berkelanjutan,

| 20. Reseprivitas adalah adanya kepadatan vektor yang tinggi dan terdapat

faktor lingkungan scrta iklim yang menunjang terjadinya penularan
malaria,
21. Sistem Kewaspadaan Dini ( SKD ) adalah upaya untuk pencegahan
- terjadinya KL.B melalui kegiatan pemantauan penyakit ( surveilans )
dilakukan terus - menerus untuk memantau terjadinya kenaikan kasus
malaria.
74 20 Surveilany adalah suatu ranghaan proses pengamatan secara lerus

menerus  secara sistematih - dan berkesinambungan - melalui



pengumpulan. analisa, interpretast dan diseminasi data keschatan

Jalam upaya untakh memantau suatu peristiva keschatan agar dapat

dilahukan tindakan penanggulangan yang elehtil dan elisien.

Survedans Mierasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang

e

orang vang menunjubkan eejala malaria Kinis yang bara datang darn
dacrah endemis malaria dalm rangha mencegah masuknya hasus
impor.
24 Pulnerabilitas adalah salah satu dan keadaan berupa dehatnya dengan
wilavah yang masih terjadi penularan malaria. atau akibat dar sering
masuhnya penderite malaria ¢ Kasus positih) secara individu kelompok,

dam atau vehtor yang mtekul e siap menularkan ).

BAB I
FUIETAN DAN SASARAN
et Pasal 2
.I ujuan dan sasaran kegatan chmimast malarie di Kabupaten Karangasem
. A terwujudny i masy arakat yang hidup schat yang terbebas dart penalaran
malaria @ dan
b, terlaksananya climinasi malaria G seluruh wilavah Kecamatan di

Kabupaten Karangasem.

BAB
KEBUAKAN DAN STRATIGI
Pasal 3
L liminasi malaria dilakukan secara menyelurah dan terpadu oleh Pemerintah,
o Pemerintah Dacrah bersama mitra kerja pembangunan termasuk FSNL dunia
usaha, lembaga donor. organisasi profesi. organisast kemasyarakatan dan

I}l&lH'\&ll'ilkill,

Pasal 4

Kebijakan Fliminast Malaria di Kabupaten Karangasem adalah melalur

a. melakuhan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat:

b, memberdinahan  din o menggerahan masyarakat untuh mendukung

secara aktrupaya chminast malara:

¢. menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarahat yang

. beresiho:
do melahuban komunikasi. advokasi. motivasi dane sosialisasi kepada

Pemerimtah dan Pemeritah Dacrahy untukh mendubung secara akul
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climmaa ki

menggalang hemitaan dan sumber dasa bark Tokal. nasional maupun
internastonal. secara terhoordinast dengan seluruh sehtor terhant
termasuh  sehtor swasti organisast profesic dan organisasi
hemasyarahatan melalut forum gebrak malaria ataa forum kemitraan
Ly

menelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta
itormast hesclatan:

melabukan upava climinasi makaria melalui forum: hemitraan: Gebrak
Malaria atau toram kemitesan Linoyang sudah werbentuks dian
meninghathan kualitas sumber dava manusta dan mengembanghan

teknotogi dalam upaya eliminast malaria.

ERVENAY

FARGE T STTUASTYANG DICAPAI DAN INDIKATOR

"asal 3

Adapun target dart eliminasi malariac di Kabupaten Karangasem adalah seluruh

sarana pelayanan Keschatan Puskesmas dan Rumah Sakit mampu melakukan

pemeriksaan parasit il Gsem pendenita malaras Khns diperihsa

darahnya honbirmase Liboratonum).

Pasal 6

Sitwast vang dicapar antara ln

d.

VL sadal dicapar 11000 pendudub beresiho dalam: satuan wilavah
minimal setara dengan Kabupaten:

Surseilans sudal berjalan denean baik termasuhk \elive  Cise
Detection ¢ ACD

Re  Orientasi proveam menup Labap 1 liminasi hepada semua
petugas  heschatan pemenintals dan o oswast vang  terhibat dalam
climinasi sudah dicapai dengan baik: dan

L intas Sehtor terkait el berperan secara penuh dan sinergis mula
dari pemerintah pemerintah dacrah. TSN organisast profesic dalam
climinast nialaria vang tertuang di datame Peraturan Perundanean

Dacraly

asal 7

Seluruh wilavah Kecamatan dinyatahan sehagai dacrah wereliminasi malan

vaitu tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat [ndigenous ) selamia 3



hepadie penduduk dic wilayah climinasi vang akan berkunjung ke
dacrah L yvang endemis malaria baik di dalam maupun i lum

negent

Pasal 10
Suryeilans | pidemiologi dan Penanggalangan Wabah dengan upani
doosemudumt pelivanan heschatan pemerinth - maupun swasta
Pushesmas. polikhinik. rumah sakit ) melaksanahan SKD - KILB
malaria. dianalisis dan dilaporkan secara berhala ke Dinas Kesehatan
KNabupaten Kot setempat:

bosegeraomelahukan penanggulangan bilacwerjadi KEB malaria:

o

melahsanakan sunveilans penderita dengan ketatterutama bila sudalh

mulai jarang ditemukan penderita dengan penularan setempat:

o melabsanakan surveilans migrast untuk mencegah masuknya kasus
mpor:

¢oomelahuban penyehidikan epidemiologt terhadap semuaa kasus positil
madaria untuh menentukan asal penularan penderita:

Lo omeliporkan dengan segera setiap kasus positil’ malaria vang
ditemuban i unic pelayanan kesehatan pemerintah maupun swast
hepada Dimas Keschatan seeara berjenjang sampai tinghat pusat:

¢ melahukan penyelidikan epidemiologi terhadap tokus malaria untuk

menentukan asal, luas dan Klasilikast tokus tersebut:

h. memperkuat sistem informasi malaria schingga semua Kasus dan hasil

hegratan mtenyensidapat dicatat dengan baik dan dilaporkan:

mencatal semua hasus positil dakim buku register secara nasional:

mclahsanakan pemerihsaan genotipe solate parasit secara ratin:

Ao membuat peta GIS berdasarkan data fokus. kasus positits. genotipe
isolate parastt vehtor, dan kegiatan mteryensi yvang dilukukan: dan
L memtungsikan Lime NMonitoring Fliminasi Malaria Pusat. Provinsi dan

K abupaten hota

Pasal 11
Peninghatan Komunikasi. Intormasi dan I dukasi ¢ KT ) meladui upaya
. memnghathan promosi kesehatan dan Kampany e eliminast malaria:
b, menggaling kenutraan dengan berbagat program. sehtor. LS\
organisast keagamaan, organisasi Kemasyarahatan, organisasi profesi.
organisast. internastonal. lembaga donor. dunia usaha dan seluruh

nisyarakat



melahuhanmtegrasi dengan progeam Tain dalam pelayanan
masyarahat. seperti: pembagian kelambu berinsektisida, pengobatan
poidernina

memtungsithan Perdas atu perundangan Lainnva, antara lain untulk
membebashan braya diagnosis Laboratorium: dan pengobatan mala i
dicanmt pelayanan hesehatan pemerintah. serta melarang penjualin obat
malariacdio warange atau kaki limae

melahuban Ndvokase dan sosialisasi untuk mendapathan dukungan
poliak dan pamiman dalam penyediaan dana secara berkesinambunean
daalame upava climinasi malwia Khasusnya menghilanghan fokus aktil
dan menghenthan penularan setempat:

mobilitas dana yang bersumber dari habupaten kota, provinsi. dan
pusat maupun lembaga donor: dan

melahukan pertemuan lintas batas antar provinsi dan: habupaten kota
untuh merencanakan dan melaksanakan kegiatan Fliminasi Malara

seaari erpadu,

Pasal 12

Peninghatan Sumber Dava Manusia diupay ahan dengan

HE

melahsanakan e orientast program menuju Lahap Pemcehharan
pencevahan penubioan kembalny - disampatkan Kepada petugas
heschatan pemermtah maupun swasta yvang werlibat eliminasi
melahsanahan pelatihan refresing tenaga mikroskopis Pushesmas dan
rumah sakit pemerintah maupun unit pelayanan keschatan SWastiy
terutama di dacrah reseptive untuh - menjaga hualitas pemerihsian
sediaan darah - dan

melaksanakan pelatihan wenaga Jura NMalarae Desa ¢ IND ) untuk

hegtatan ACH di wilavah yang masih memerlukan,



BARB VI
PENLETUP
Pasal 13

Peraturan Bupat mi mulai berkihu padi tinggal diandangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengandangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam - Berita Dacrah - Kabupaten

]\.ill'i'lllg_'il\t‘l‘li.

Ditetaphan di Amlapura

e e mpada tanggal 12 Januari 2010
ik ‘».5 v A

Diundangkan di Amlapura
nada tanggal 12 Januari 2010
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